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ABSTRAK

Pengadilan agama merupakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum bagi
masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam. Namun untuk menegakkan
keadilan dalam penyelesaian sengketa diperlukan biaya pada proses pengadilan.
Keterbatasan ekonomi yang dialami oleh masyarakat Indonesia merupakan hambatan
bagi masyarakat miskin untuk mengakses keadilan. Dari permasalahan tersebut
Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Hukum sebagai upaya bagi masyarakat tidak mampu
untuk memperoleh perlindungan hukum serta akses terhadap keadilan. Pada tahun
2022 Posbakum Pengadilan Agama Sleman memberikan layanan bantuan hukum
kepada masyarakat sebanyak 1782 orang dengan berdasarkan jenis kelamin,
perempuan sebanyak 1180 orang dan laki-laki sebanyak 602 orang. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab masyarakat menggunakan
Posbakum pada cerai gugat dan meninjau dengan sosiologi hukum Islam terhadap
faktor penyebab masyarakat menggunakan Posbakum pada cerai gugat di Pengadilan
Agama Sleman pada tahun 2022.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan
sosiologi hukum Islam, sifat penelitian menggunakan deskriptif analitik yakni
mendeskripsikan faktor penyebab para pihak menggunakan Posbakum pada perkara
cerai gugat sehingga dapat dianalisis dengan sosiologi hukum Islam. Metode analisis
data menggunakan kualitatif. Adapun metode pengumpulan data menggunakan
metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dari tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap
implementasi pos bantuan hukum (Posbakum) pada perkara cerai gugat di Pengadilan
Agama Sleman, ditemukan bahwa (1) Terdapat 3 faktor penyebab masyarakat
menggunakan Posbakum dalam perkara cerai gugat, yaitu faktor ekonomi, faktor
minimnya pengetahuan dan faktor akses yang terbatas. (2) Analisis sosiologi hukum
Islam terhadap faktor penyebab masyarakat menggunakan Posbakum pada cerai gugat
yaitu masih terdapat kendala dalam pemberian bantuan hukum sehingga layanan
Posbakum mencapai batas maksimal penggunaannya

Kata Kunci: Cerai Gugat 2022, Posbakum Pengadilan Agama Sleman,
Sosiologi Hukum Islam



ABSTRACT

Religious courts are judicial authorities to enforce the law for Muslim justice seekers.
However, to uphold justice in resolving disputes, costs are required in the court
process. The economic limitations experienced by the Indonesian people are an
obstacle for the poor to access justice. From this problem, the Supreme Court issued
Circular Letter Number 10 of 2010 concerning Guidelines for the Provision of Legal
Aid as an effort for the underprivileged to obtain legal protection and access to justice.
In 2022, the Sleman Religious Court Posbakum provided legal aid services to 1782
people based on gender, 1180 women and 602 men. This study aims to determine the
factors causing people to use Posbakum for divorce lawsuits and to review the
sociology of Islamic law against the factors causing people to use Posbakum for
divorce lawsuits at the Sleman Religious Court in 2022.

This type of research is field research with an Islamic legal sociology approach, the
nature of the research uses descriptive analytic, namely describing the factors causing
the parties to use Posbakum in divorce lawsuits so that they can be analyzed with the
sociology of Islamic law. The data analysis method uses qualitative. The data
collection method uses observation, interview, and documentation methods.

Based on the research results from the review of Islamic legal sociology on the
implementation of legal aid posts (Posbakum) in divorce cases at the Sleman Religious
Court, it was found that (1) There are 3 factors causing people to use Posbakum in
divorce cases, namely economic factors, minimal knowledge factors and limited access
factors. (2) Analysis of Islamic legal sociology on the factors causing people to use
Posbakum in divorce cases, namely there are still obstacles in providing legal aid so
that Posbakum services reach their maximum usage limit

Keywords: Divorce Suit 2022, Posbakum of Sleman Religious Court,
Sociology of Islamic Law
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain.

Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah penggantian abjad bahasa Arab

ke bahasa latin. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada Surat Keputusan

Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis

besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta’ T Te
& Sa’ S es (dengan titik diatas)
z Jim J Je
z Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
z Kha’ Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal 7 zet (dengan titik diatas)
B Ra’ R Er
D Zai Z zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad D de (dengan titik di bawah)




L Ta’ te (dengan titik di bawah)
L Za’ zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ‘ Koma terbalik (di atas)
¢ Gain G Ge
< Fa’ F Ef
3 Qaf Q Ki
Sl Kaf K Ka
J Lam L El
N Mim M Em
o Nun N En
K Wau w We
-2 Ha’ H Ha
s Hamzah a apostrof
< Ya’ Y Ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah
[Evy Ditulis Rabbana
J3 Ditulis Nazzala
C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h.
FEGA Ditulis Talhah
ks Ditulis Hikmah




2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

Juky) Ay

Ditulis

Raudah al-atfal

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah

ditulis t atau h.

hiliB; Ditulis Zakah al-Fitri
. Vokal Pendek
- Fathah Ditulis a
- Kasrah Ditulis I
. Dammah Ditulis u
. Vokal Panjang
ST Fathah + alif atau ya A
il Kasrah + ya I
d Dammah + Wau U
. Vokal Rangkap
s Fathah + ya’ mati Ai
5. Fathah + wau mati Au

. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

o)
o by

?.u\\

ditulis

A’antum

&l

ditulis

U’iddat

. Kata Sandang Alif + Lam

Xi



Jash Ditulis Ar-rajulu
Sl Ditulis Al-Jalalu
I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
@A Ja) Ditulis Ahl ar-ra’yi
Aud) Ja) Ditulis Ahl as-sunnah

J. Huruf Kapital

| Ol ) Gy db 2aad)

Al-hamdu lillahi rabbil 'alamina

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan
sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad
Syukri Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Mizan, Hidayah, Taufigq, Al-Ma'arif dan sebagainya.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, dimana semua warga negara
memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (system of rule). Istilah
Indonesia sebagai negara hukum termuat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: ‘“Negara
Indonesia adalah negara hukum”.! Hukum di Indonesia berdasarkan kepada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Indonesia menjunjung nilai keadilan dengan memberikan kesempatan yang
sama kepada setiap warga negara untuk memperjuangkan hak- haknya.
Namun, pada faktanya masyarakat umum Indonesia masih banyak yang buta
hukum, terlebih penyelesaian sengketa yang dilakukan di hadapan hakim
pengadilan.

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke
pengadilan. Pengadilan adalah badan atau instansi yang menjalankan tugas
beserta fungsi atas sistem peradilan tersebut. Pemerintah Indonesia
menyediakan peradilan khusus bagi masyarakat yang beragama Islam untuk
menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama
mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

perkara antara orang- orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan,

! Pasal 1 ayat (3).



waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadagah dan ekonomi syariah, sebagaimana
diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama.

Pengadilan Agama merupakan peradilan tingkat pertama dan
berkewajiban memberikan keadilan bagi masyarakat untuk menyelesaikan
perkara gugatan (contentious) ataupun permohonan (volunteer). Dalam Pasal
56 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman, menyebutkan bahwa “(1) Setiap orang yang tersangkut perkara
berhak memperoleh bantuan hukum. Dan (2) Negara menanggung biaya
perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”.? Adapun pemberian bantuan
hukum termuat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011
Tentang Bantuan Hukum, bahwa “bantuan hukum adalah jasa hukum yang
diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima
bantuan hukum.®

Sikap saling membantu dan tolong menolong hakikatnya tidak lepas
dari ajaran Islam. Agama Islam mewajibkan umatnya untuk saling tolong
menolong dalam hal kebaikan, Allah juga melarang tolong menolong terhadap
perkara maksiat dan berdosa. Hal ini disebutkan dalam Qs. Al- Maidah (5) ayat

2.

2 Pasal 56 ayat (1) dan (2).

3 Pasal 1 ayat (1).
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Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai umat muslim diperintahkan
untuk saling membantu dalam hal kebaikan dan takwa. Secara bersamaan Allah
juga melarang hambanya membantu terhadap hal yang sifatnya berdosa,
mungkar dan melanggar. Dengan jelas memberikan bantuan hukum kepada
orang yang membutuhkan sangat dianjurkan oleh agama, selama bantuan
hukum tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Hal ini sesuai
dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang tolong menolong dan
membantu melapangkan kesulitan seorang muslim yang membutuhkan:
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Kandungan hadis ini menjelaskan bahwa seorang muslim adalah
saudara bagi muslim lainya, seorang muslim wajib membantu muslimnya yang
mengalami kesulitan. Perintah tolong menolong melalui al- quran dan hadis di
atas tentunya harus sesuai ajaran Islam, yaitu dengan cara yang baik dan tujuan

yang baik tanpa mengandung unsur kemungkaran.

4 Al- Maidah (5): 2.

% Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Riyadhus Sholihin, (Al- Haromain
Jaya Indonesia, 2012), him 136.



Pos bantuan hukum atau Posbakum adalah layanan yang dibentuk oleh
negara dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan
layanan hukum berupa informasi, konsultasi, advis hukum serta pembuatan
dokumen gugatan atau permohonan. Posbakum hadir untuk memberikan
bantuan secara cuma-cuma bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak
mampu dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam mengakses persoalan
hukum atau pelayanan administrasi di pengadilan. Seperti halnya Posbakum di
Pengadilan Agama Sleman yang bekerjasama dengan LBH SIKAP (Lembaga
Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik) untuk memberikan Layanan
Bantuan Hukum berupa:

a. Pemberian bantuan konsultasi hukum

b. Pemberian bantuan penasehat hukum

c. Pemberian bantuan pembuatan surat gugatan atau permohonan dan
jawaban.®

Hambatan yang sering dialami masyarakat Indonesia adalah akses
terhadap pengadilan yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, sebagian
dari mereka masih buta hukum, dan mereka beranggapan bahwa beracara di
pengadilan harus menggunakan jasa /awyer atau advokat. Dengan demikian
Posbakum diharapkan dapat membantu memudahkan para pihak yang tidak
mengetahui proses beracara di pengadilan seperti dalam pembuatan surat

gugatan atau permohonan.

Shttps://www.paslemankab.go.id/storage/files/shares/SK/SK%20Penunjukan%20Posbaku
m%202022.pdf, diakses 18 Desember 2023 pukul 14.54.
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https://www.paslemankab.go.id/storage/files/shares/SK/SK%20Penunjukan%20Posbaku
https://www.paslemankab.go.id/storage/files/shares/SK/SK%20Penunjukan%20Posbakum%202022.pdf

Pengadilan Agama Sleman menjadi salah satu pengadilan yang telah
memiliki Pos bantuan hukum sejak April 2011 sampai saat ini. Perkara gugatan
yang dilayani oleh Posbakum Pengadilan Agama Sleman pada 2020 sampai
2022 sebanyak 4010 (empat ribu sepuluh) dengan mayoritas perkara berupa
cerai gugat sebagai jumlah perkara terbanyak.’

Banyaknya proporsi perkara yang dilayani oleh Posbakum membuat
penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai Posbakum dengan fokus
mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab masyarakat menggunakan
Posbakum dalam perkara cerai gugat dan menganalisis bagaimana tinjauan
sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab masyarakat
menggunakan Posbakum di Pengadilan Agama Sleman tahun 2022 pada
perkara cerai gugat. Berikut merupakan tabel tentang deskripsi masalah dalam

penelitian skripsi ini.

7 SIPP Pengadilan Agama Sleman diakses pada 5 Desember tahun 2021 pukul 14.15.



TABEL 1.2

Deskripsi Penelitian

Objek

o Latar Belakang Problematika Tujuan Penelitian
Penelitian
Posbakum di | Pos bantuan Masyarakat Untuk mengetahui
Pengadilan | hukum atau miskin tidak apa saja faktor-
Agama Posbakum adalah mampu faktor  penyebab
Sleman layanan yang membayar jasa | masyarakat
dalam dibentuk oleh lawyer atau menggunakan
perkara cerai | negara dan ada advokat Posbakum di
gugat tahun | pada setiap Banyak Pengadilan Agama
2022 pengadilan tingkat masyarakat Sleman tahun 2022
pertama untuk Indonesia yang | pada perkara cerai
memberikan masih buta gugat dan meninjau
layanan hukum hukum faktor-faktor yang
berupa informasi, Masyarakat tidak | menyebabkan
konsultasi, advis paham proses masyarakat
hukum serta beracara di menggunakan
pembuatan pengadilan, Posbakum di
dokumen yang Masyarakat yang | Pengadilan Agama
dibutuhkan. tidak paham Sleman tahun 2022
Posbakum hadir hukum pada perkara cerai
untuk memberikan menganggap jika | gugat dari

bantuan secara
cuma- cuma bagi
masyarakat pencari
keadilan yang
tidak mampu
secara ekonomi
maupun dalam
pengetahuan
dengan tujuan
memudahkan
masyarakat dalam
mengakses
persoalan hukum
atau pelayanan
administrasi di
Pengadilan Agama.

beracara di
pengadilan harus
menggunakan
jasa lawyer atau
advokat

perspektif sosiologi
hukum Islam.




B. Rumusan Masalah

Berdasarkan wuraian latar belakang di atas, maka penulis

merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab masyarakat menggunakan
Posbakum di Pengadilan Agama Sleman tahun 2022 pada
perkara cerai gugat?

2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-
faktor penyebab masyarakat menggunakan Posbakum di

Pengadilan Agama Sleman tahun 2022 pada perkara cerai gugat?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tujuan penelitian
a. Menjelaskan faktor-faktor penyebab masyarakat menggunakan
Posbakum di Pengadilan Agama Sleman tahun 2022 pada
perkara cerai gugat.
b. Menganalisis tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-
faktor penyebab masyarakat menggunakan Posbakum di

Pengadilan Agama Sleman tahun 2022 pada perkara cerai gugat.



2. Kegunaan Penelitian
a. Secara Akademik
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
ilmiah tentang administrasi hukum acara perdata khususnya
Undang- Undang Tentang Bantuan Hukum dan Posbakum.
b. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi
kepada para pembaca serta bisa menjadi bahan pertimbangan
dalam melakukan penelitian selanjutnya dan sebagai bahan

referensi yang berkaitan dengan penelitian penulis.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai Posbakum merupakan salah satu kajian di
bidang administrasi hukum acara peradilan perdata yang sudah banyak
diteliti, baik dalam bentuk jurnal, artikel maupun karya ilmiah lainya.
Untuk mengetahui validitas penelitian ini, penulis menguraikan

beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Posbakum.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zubaeri yang berjudul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran POSBAKUM (Pos Bantuan
Hukum) dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama
Yogyakarta Tahun 2011”. Perbedaan penelitian terletak pada objek dan
pendekatan penelitian. Skripsi ini membahas peran Posbakum dalam
tinjauan hukum Islam. Dalam temuannya disimpulkan bahwa

pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama Yogyakarta telah sesuai



dengan hukum Islam, yaitu membantu seseorang dalam hal kebaikan,
meringankan beban yang membutuhkan dan juga bagi masyarakat yang
belum mengerti tentang hukum.®

Kedua, artikel yang ditulis oleh Sugimin dan Siti Ngainur Rohmah
dengan judul “Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Kota Tangerang
Dalam Memberikan Bantuan Hukum”. Skripsi ini membahas peran
Posbakum dalam memberikan bantuan hukum. Temuan dalam skripsi
menjawab bahwa peran Posbakumadin di Tangerang pada tahun 2018-
2022 menerima sebanyak 4.987 perkara, Pelaksanaan pemberian
bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
Tentang Bantuan Hukum Pasal 3 telah terlaksana. Dalam temuanya
menjawab, hadirnya posbakumadin di Pengadilan Negeri Tangerang
bagi masyarakat membantu dan belum dirasakan oleh masyarakat.®
Fokus penelitian ini berbeda dengan penulis, yaitu untuk mengetahui
peran posbakumadin di kota Tangerang dalam melayan penerima jasa
posbakum.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Maymun yang berjudul
“Efektivitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Dalam

Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Jember”. Dalam skripsi ini

8 Ahmad Zubaeri, “Efektifitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan (Studi Pada Poshakum
Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011- 2012),” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, (2012).

® Sugimin dan Siti Ngainnur Rohmah, “Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Kota
Tangerang Dalam Memberikan Bantuan Hukum,Jurnal Multidisiplin 1lmu, Vol. 1, No. 3 (2022),
hlm 567.
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penulis memaparkan bahwa pelayanan Posbakum dalam perkara
hadhanah sudah efektif dalam memberikan konsultasi, informasi dan
advis hukum kepada masyarakat yang berperkara di Pengadilan.®
Perbedaan penelitian ini terdapat dalam fokus penelitian yaitu pelayanan
Posbakum hanya dikhususkan pada perkara hadhanah serta penelitian
ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Kurnia Anugrah dengan judul
“Dinamika Layanan Pos Bantuan Hukum dalam Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Parepare”. Dalam skripsinya ditemukan bahwa
kehadiran Posbakum di Pengadilan Agama Parepare sangat membantu
masyarakat dan para pencari keadilan dalam proses pembuatan surat
gugatan. Adapun mengenai faktor penunjang, Pengadilan Agama
menyediakan fasilitas berupa meja, kursi, laptop dan dana dari
pemerintah faktor penghambatnya yaitu masyarakat memiliki minim
pemahaman dalam hukum.!! Persamaan penelitian ini dengan penelitian
yang dilakukan oleh penulis terletak pada subjek perkara yang dibantu
oleh posbakum yaitu perkara perceraian namun penulis lebih

memfokuskan pada perkara cerai gugat.

10 Muhamad Maymun, “Efektivitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Dalam
Perkara Hadhonah di Pengadilan Agama Jember,” Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang, (2020).

11 Kurnia Anugrah “Dinamika Layanan Pos Bantuan Hukum dalam Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Pare Pare,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare,
(2022).
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Kelima, skripsi yang ditulis oleh Ade Masynta dengan judul
“Implementasi POSBAKUM di Pengadilan Agama Curup Periode
2022-2023”. Skripsi ini membahas tentang implementasi Posbakum dan
memaparkan prosedur proses pemberian bantuan hukum telah sesuai
dengan peraturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 dan PERMA
No 1 Tahun.'2 Fokus penelitian ini yaitu pengimplementasian Posbakum
di Pengadilan Agama Curup apakah sesuai dengan prosedur Undang-
Undang Bantuan Hukum No 16 tahun 2016 dan Perma yang diterbitkan
oleh Mahkamah Agung.

Keenam, artikel yang ditulis oleh Thalis Noor Cahyadi, dengan judul
“Efektifitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan (Studi Pada Posbakum
Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011-2012)”. Temuan dari penelitian
yang dilakukan oleh Cahyadi menjelaskan bahwa efektivitas Posbakum
di Pengadilan Agama Sleman berjalan dengan baik sesuai dengan
SEMA Nomor 10 Tahun 2010 dalam memberikan bantuan kepada
masyarakat yang tidak mampu serta meringankan tugas meja 1 dalam
administrasi. Dalam penelitiannya juga memaparkan data pelayanan

Posbakum pada tahun 2011 mencapai 699 orang sedangkan pada tahun

12 Ade Masynta “Implementasi POSBAKUM di Pengadilan Agama Curup Periode 2022-
2023,” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, (2023).
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2012 pelayanan Posbakum meningkat dengan persentase data 873
Orang.'3

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Aziz Setiawan yang berjudul
“Peran Posbakum terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat
Miskin dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Posbakum Pengadilan
Agama Tanjung Karang)”. Skripsi ini membahas tentang peran
Posbakum serta pandangan hukum Islam terkait Posbakum dalam
memberikan bantuan terhadap masyarakat miskin. Perbedaan penelitian
ini terletak pada teori penelitian, yaitu menggunakan teori kemanfaatan
hukum. Dalam temuanya dijelaskan bahwa Posbakum di Pengadilan
Agama Tanjung Karang sesuai dengan anjuran hukum Islam, Adapun
kendala yang dihadapi yaitu kurangnya dana, kurangnya sosialisasi,
pembatasan pemberian layanan dan kurangnya pengetahuan masyarakat
terhadap keberadaan Posbakum.*

Berdasarkan telaah pustaka di atas, penulis menemukan beberapa
persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu, sebagian besar
peneliti terdahulu membahas Posbakum. Penulis menemukan sudut

pandang yang menarik dan yang membuat penelitian ini berbeda dari

13 Thalis Noor Cahyadi, “Efektifitas Pos Bantuan Hukum Di pengadilan (studi Pada
Posbakum Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011- 2012),” Rechts Vinding, Vol. 12, No. 2 (2013),
him. 27.

14 Aziz Setiawan, “Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat
Miskin dalam Perspektif Hukum Islam,” Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung,
(2021).
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beberapa penelitian sebelumnya yakni dengan pendekatan sosiologi
hukum Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian
secara mendalam dengan mewawancarai petugas Posbakum di
Pengadilan Agama Sleman. Penulis memberikan pandangan mengenai
faktor penyebab masyarakat menggunakan Posbakum dan menganalisis
bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor penyebab
masyarakat menggunakan Posbakum di Pengadilan Agama Sleman

pada perkara cerai gugat.

. Kerangka Teori
Kerangka teori dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan
gambaran mengenai asumsi dan penjelasan terhadap permasalahan yang
dikaji, dengan judul yang penulis angkat yaitu “Tinjauan Sosiologi
Hukum Islam Terhadap Implementasi Pos Bantuan Hukum di
Pengadilan Agama Sleman Tahun 2022 Pada Perkara Cerai Gugat”
1. Sosiologi Hukum Islam
Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu
socius yang berarti teman atau kawan, dan /ogos yang memiliki arti
ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih
dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Maka
sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan

masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari
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hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah
sosiologi hukum.®®

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum
adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analisis dan
empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan
gejala-gejala sosial lainya, yang berarti sejauh mana hukum tersebut
mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial

terhadap pembentukan hukum.'®

Dengan artian bahwa kajian
sosiologi bertujuan untuk memahami sistem sosial dan entitas
kehidupan. Sosiologi hukum Islam bisa dikatakan sebagai sebuah
cabang sosiologi yang khusus membahas aspek- aspek sosial dalam
konteks hukum Islam.

Jika disimpulkan sosiologi hukum Islam ialah ilmu sosial
yang mempelajari hukum yang bertujuan memberikan penjelasan
atas praktik- praktik hukum yang mengatur tentang hubungan secara
timbal balik antara berbagai macam gejala sosial di masyarakat
muslim sebagai makhluk yang berpegang pada syariat Islam.!’

Ruang lingkup sosiologi menurut Soerjono Soekanto yaitu, pertama,

pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. Kedua, hukum dan

15 Nasrullah, Sosiologi Hukum Islam (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 7.

16 Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam, cet- ke. 1 (Yogyakarta: UII Press Indonesia,
2003), him. 1.

17 Ahrijon, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Dispensasi Nikah di Mahkamah
Syar’iyah Sinabang Tahun 2021,” Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2023).
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pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-
kelompok sosial. Ketiga, hubungan timbal-balik antara perubahan-
perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan
budaya.8
2. Efektifitas
Efektifitas dalam KBBI berasal dari kata efektif yang
mengandung arti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesanya).
Efektifitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi
daripada suatu organisasi dalam pelaksanaanya.'® Efektifitas hukum
tidak hanya diukur dari segi formalitas atau keberadaannya saja,
tetapi lebih pada sejauh mana hukum tersebut dapat diterapkan dan
ditaati dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto,
terdapat lima faktor yang dapat menentukan apakah suatu hukum
efektif atau tidak, yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor

sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.?

18 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2010), him. 10-11.

19 Nur Fitriyani Siregar, “Efektifitas Hukum”, Al-Razi Jurnal llmu Pengetahuan dan
Masyarakat, Vol. 18, No. 2 (2018), him.2.

20 Sperjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2008), HIm. 8
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F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah teknik yang digunakan untuk
mengumpulkan dan mengkaji data dengan tetap berpegang pada
prosedur yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Setiap penelitian
karya ilmiah tentu harus menggunakan metode, sehingga proses
penelitian dapat dilakukan dengan terukur, sistematis dan terarah agar
mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field
research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan
dengan melihat objek secara langsung. Dalam hal ini penulis
mendapatkan data melalui wawancara dari petugas Posbakum di
Pengadilan Agama Sleman tahun 2022 yang bekerja sama dengan
LBH SIKAP.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik.
Deskriptif analitik adalah penelitian dengan cara menggambarkan
suatu peristiwa atau mendeskripsikan fakta-fakta secara empiris di
lapangan, sehingga fakta-fakta tersebut mempunyai makna yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga mendapatkan

suatu kesimpulan. Penulis mendeskripsikan faktor penyebab
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masyarakat menggunakan Posbakum dan menganalisa bagaimana
tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab
masyarakat menggunakan Posbakum di Pengadilan Agama Sleman

tahun 2022 pada perkara cerai gugat.

. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum
Islam yaitu pendekatan suatu masalah yang didasarkan kepada
hukum Islam dengan melihat fenomena hukum yang mengatur
tentang hubungan timbal balik beberapa macam gejala sosial di
masyarakat.
Sumber Data
Untuk mendapatkan sumber data yang diperlukan dalam
penelitian ini, maka penulis menggunakan sumber data primer dan
sumber data sekunder.
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer merupakan sumber data utama berupa
penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Sleman dan
wawancara langsung kepada Muhammad Farid Hidayat, S.H
selaku petugas Posbakum Pengadilan Agama Sleman tahun

2022.
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b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-
undangan, literatur yang membahas tentang Posbakum baik
dalam bentuk jurnal, artikel, dan hasil penelitian seperti skripsi
ataupun tesis yang relevan dengan tema penelitian ini.
5. Teknik Pengumpulan Data
Dalam proses pengumpulan data, penelitian menggunakan
beberapa teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara
dan dokumentasi.
a. Observasi
Observasi merupakan kegiatan mengamati lokasi objek
penelitian untuk mendapatkan gambaran secara global maupun
terperinci terhadap gejala-gejala yang berkaitan langsung
dengan fokus penelitian.
b. Wawancara
Wawancara  diperlukan  untuk ~ memperoleh  data
menggunakan teknik komunikasi secara langsung dengan
narasumber, dalam penelitian ini penulis mengajukan beberapa
pertanyaan berdasarkan pada permasalahan penelitian.
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data
penelitian dengan menggunakan berbagai dokumen (informasi

terdokumentasi) berupa dokumen tertulis dan terekam. Dalam
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hal ini, penulis telah mengumpulkan informasi mengenai
penelitian yang diteliti dari berbagai sumber terpercaya, antara
lain data, dokumen, dan arsip. Metode ini digunakan untuk

mendapatkan data yang tidak didapatkan dalam wawancara.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode
analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif atau merinci. Dalam
penelitian ini penulis mendeskripsikan Posbakum pada perkara cerai
gugat di Pengadilan Agama Sleman tahun 2022. Adapun metode
analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deduktif, dengan mengaitkan teori ataupun pendekatan yang
berkaitan dengan menganalisis dari hal bersifat umum ke hal yang
bersifat khusus dengan cara nalar yang bersifat rasional, sehingga
memperoleh data yang jelas dan akurat bagiamana tinjauan sosiologi
hukum Islam terhadap faktor alasan masyarakat mengguanakn
Posbakum pada cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman tahun

2022.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendeskripsikan gambaran suatu penelitian maka diperlukan
sistematika pembahasan yang dibagi dalam beberapa sub-bab. Agar
penyusunan penelitian ini dapat dilakukan secara runtut dan terarah.

Adapun sistematika penelitian ini dibagi menjadi lima bab yaitu:
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Bab pertama, pendahuluan yang berisikan tentang uraian latar
belakang, yang memparkan tentang alasan dasar penelitian. Dilanjutkan
dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian
telaah pustaka yang menjelaskan perbedaan penelitian terdahulu. Selain
itu memuat kerangka teori sebagai pisau analisis atau panduan
penelitian. Dilanjutkan dengan metode penelitian dan bagian terakhir
dari bab pertama yaitu sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan tentang perkara cerai gugat. Baik dari
pengertian, alasan-alasan cerai gugat dan akibat hukum dari cerai gugat.

Bab ketiga, berisi objek penelitian atau gambaran tentang lokasi
penelitian Pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Sleman pada
perkara cerai gugat tahun 2022.

Bab keempat, berisi analisis penulis untuk menjawab rumusan
masalah, yaitu faktor-faktor penyebab masyarakat menggunakan
Posbakum pada cerai gugat selanjutnya menganalisis sosiologi hukum
Islam terhadap faktor-faktor masyarakat menggunakan Posbakum di
Pengadilan Agama Sleman tahun 2022 pada perkara cerai gugat.

Bab kelima, kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan
masalah. Selanjutnya terdapat saran dari penulis yang membahas
tentang kesinambungan tema penelitian, agar penelitian selanjutnya

lebih baik.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis

menyimpulkan hasil dari penelitian tentang tinjauan sosiologi hukum Islam

terhadap implementasi pos bantuan hukum pada perkara cerai gugat di

Pengadilan Agama Sleman tahun 2022. Maka penulis memberikan kesimpulan

sebagai berikut:

1.

Adapun tiga faktor yang melatarbelakangi penyebab masyarakat
menggunakan Posbakum di Pengadilan Agama Sleman pada perkara cerai
gugat, yaitu: faktor ekonomi, faktor minimya pengetahuan dan faktor akses
yang terbatas.

Ditinjau dari sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan pemberian
bantuan hukum kepada masyarakat yang menggunakan Posbakum pada
cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman tahun 2022 sudah baik. Namun,
jika dilihat dari teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto terdapat
faktor tiga faktor yang cukup efektif yaitu faktor hukum, dan faktor sarana
dan fasilitas, dua faktor diantaranya belum efektif yaitu faktor masyarakat
dan faktor kebudayaan. Secara umum penggunaan layanan Posbakum di
Agama Sleman sudah baik, namun terdapat kendala dalam pemberian
bantuan hukum sehingga layanan Posbakum mencapai batas maksimal

penggunaannya.
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B. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka
alangkah baiknya penulis memberikan saran sebagai berikut:
1. Bagi masyarakat yang mendaftar ke Posbakum, sampaikan informasi dan
kasus yang dialami dengan jelas dan jujur.
2. Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan
penelitian yang sejenis agar mengembangkan metode, sampel dan

pengumpulan data secara lebih baik.
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